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Form-23 (Pengesahan/ Perdes RKP Desa)

KEPALA DESA PONTANG

PERATURAN DESA PONTANCG.
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan
penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh
kepala Desa dan ketua BPD.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pontang
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104};

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
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Belanjn  Negara (Lemboran Negarao Republik - Indonesia
Tahun 2004 Nomor 168, Tambahan Lembaran  Nepara
Republik  Indonesin - Nomor  5558)  sebagaimana  telah
diubah  beberapn  kali  terakhir  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 20016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57),

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peranturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang,  Kewenangan  Desa  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444},

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

14, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026

17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang
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Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten
Jember;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di
Kabupaten Jember;

20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penpelolaan  Keuangan Desa di  Kabupaten
Jember;

21. Peraturan Desa Pontang Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2019
Nomor 03);

22 Peraturan Desa Pontang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
2022- 2027 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2022 Nomor
01);

23. Keputusan Kepala Desa Pontang Nomor :
50/67/35.09.12,.2007/2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
dan
KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023
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AL |
KETENTUAN UMUM
Panal |

Dalam Peraturan Desa ind yang dimaksud

1. Desa adalnh desn dan desa adat atan yang disebut dengan
nami laln, selanjutnya disebut Desa, adalanh kesatuan
masyarnkat hukum  yang memiliki batas wilayah  yang
berwenang  untuk mengatur  dan  menguras urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarsknt setempat
berdasarkan — prakarsn manyarakat, hak  asal  usul,
dan/atau hak tradisional yang dinkui dan dihormati dalam
sistermn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesann adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk
pengembangan usnhn, kepiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan  masyarakat,
keamanan, dan ketertiban,

3, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-hesarnya
kemakmuran masyarakat Desa,

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan
ketertiban,

5. Pemberdayaan  Masyarakat Desa  adalah upaya
mengembangkan  kemandirian dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

9., Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
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VO Musynwatah Desa atau yang disebut dengan namas lain
atdnlah masymwnral artara B, Pemerintah Desa, dan
unsur masyitakat yang dinelenpparskan oleh 1310 untuk
tnenyepakat] bl yang bersilat stralepiy

L Musyawarah Perencannan Pembangunan  Desa yang
selanjutnys diseliot Masrenbang Dess adaloh musyawarah
antaran B, Pemerintoh Desa, dan unnue manyarakat yang
dinelengganraban olel Pemerintah Desa untuk menetapkan
priaitan, progoat, keglntan, dan kebutuhan Pembangunan
Desin yong didanai oleh anggaean peodapiatan dan belanja
Dewns, swadinys  masyaraknt  Desa, danfatau anpgaran
pendapatan dun belongn doerah Kabupaten Jdember

12 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
ving ditetaplan oleh kepaln Liesn wetelah dibahas dan
dinepikants beruwama BPD

14 Perencannnn Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegintan  yang  dinelenggarakan  oleh Pemerintah - Desa
denpgan melibathan BPD dan unsur masyarakal secara
partisipatil guna pemanfantan dan pengalokasian sumber
dayan Dena dalam  rangka  peningkatan  kualitas  hidup
manusia dan penanggulangan kemiskinan,

14.8DCs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan,

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang
memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa
berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat
didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan
informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi
objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar
perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs
Desa sampai dengan tahun 2030,

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun,

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
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RISE Denie ndodahy dodeomen pengabiinn dael PO iess
vtk janglon waldtu 1 (nadu) tahion

20, Dol Usalone REP Dewae nedandiohy peagadiran BEIIA Tiews
vang menjodd baglon doard K Dresa untabk jangla wikdtu |
(wantan) o yoogg odonn dbasullenn Pemerintah Diesa b piads
pemerintahy  doerah  kabpaten  melalul  mekanisme
perencannnn pembinginan daerh,

20 Anet Desn onddndoh bacong midlike Desn ynng berasal diri
kekayann anll Denn, dibell ntau diperoleh atan beban
anggaran pendapatan dan belanfa Desa, atin perolehan
hak lnin yang sah,

22, Potensd Aset Desa ndnlnh negnla potensi Dena yang meliput
sumber daya alnm dan lingkungan hidup, sumber daya
manusin, sumber doyin sosinl dan budaya, sumber daya
ekonomi, dan sumber dayn lainnyn yang dapat disnkses,
dikembangkan, dan/atan  diubah  oleh  Desa  menjaci
sumber dayn pembangunan yang dimiliki atau  menjadi
Aset  Desn,  dikelola, diolah,  dimanfaatkan, dan
dipergunakan bagi  kesejahteraan  bersama  masyarakat
Desa,

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

24, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi
khusus,

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27.Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana
kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

28, Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.
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29,

J0.

(1)

Rader Pemberdayvonn Masvarakint Denn adaloh anpgotn
masyarakat Desa vang memilikd prokoesin dan/aton yang
dipilite olely Desa untuk menumbuhlan, mengembanghkan,
dan menggerakkan prokoesa, pactinipasd, swidayn, dan
gotong rovong AF knlangan manyaradat Desi,

Badan Usaha Milik Desn, vong selanjutonyn disebut UM
Desa, adalah badan hukom yong didietknn oleh Desi
dan/atau  bersama Desn-Desn gunn - mengeloln usahai,
memanfantkan — nset,  mengembangkan  investasl - dan
produktivitns, menvedinkan  Jann pelayanan,  dan/atau

menyedinkan jenis usahin lndnnya untuke sebesarbesarmyn
kesejnhternnn masyarnkat Desn.

CPibak  Ketign adalah lembogn swadnyn  manyarakat,

perguruan  tnggl,  organisnsi  kemasyarakatan,  atau
perusahann, yang sumber keuangan dan keglatannya tidik
berasal dari anggaran pendapatan dan belanjn negara,
anggaran  pendapatan  dan  belanja - daerah  provinsi,

anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten,
dan/atau APB Desa,

BAB Il
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2
RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

BAB : PENDAHULUAN

|

1.1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

1.3. Tujuan dan Manfaat.

1.4, Proses Penyusunan RKP Desa.
1.5. Sistematika.

BAB GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi - Misi Kepala Desa.

2.2, Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Il

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKP Desa Tahun sebelumnya.

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3. ldentifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.
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L Wlentiiikas Masalah Berdasarkan Analisa
headaon Darurat antara lain: bencana
alamy, krnsis politik, knsis ekonom dan
nlid kerusinhian sosial vang
Dsist b praanyj g

J 5 Wdentilikast Masalah berdasarkan Prioritas
kebijnknn Pembangunnn Daerah

BAR 0 RUMUSAN  PRIORITAS  PROGRAM - DAN
v KREGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
1.1, Priontas Program dian Kegiatan
Pembangunan  Skala  Desa  Tahun
Anpgaran 2023,
1.2, Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3, Berdasarkan  Kewenangan Lokal Skala
Desa.
4.4, Prioritas  Program  dan  Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2023,
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB : PENUTUP

\Y

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan
Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan
Daftar Hadir,

2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim

Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang

Masuk ke Desa.

5. Data dan informasi tentang rencana
pembiayaan pembangunan Desa,

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program
dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa
untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang
Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

g, Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak
Ketiga.

10, Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

11.Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun
2022.

12. Gambar Desain Kegiatan.

13, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.

15. Berita acara hasil penyusunan rancangan
RKP Desa.

16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa, Notulen dan Daftar

W
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Hauilig

17 Dokumen Pandangan Resmi B0

TR, Tatn tertih musrenbang Desa FEP Desa

1 Skoring  Priomtns Progiam dan Keglatan
REKP Desia thn 2023,

200 Beritn: Acarn Munsrenbinng Desa BKP Desa
tnhun 2023, Notulen dan Dalar Hadir

21. Dokumen  Bancangan BKP Desa Tahun
2023 dan DU-RKI* Desa Tahun 2024

22 Derite Acarn Musyawnrah  Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP Desa tahun
2023 |, Notulen dan Daftar Hadir,

23, Dokumen RKP Desa Tahun 2027 dan DU-
RKP Desa Tahun 2024

24, Dokumentasi Foto Kegiatan,

(2) Penjabaran  sistematika  RKP Desa  Tahun _21’123
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan hagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun
2023,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sesial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, danfatau Pemerintah Kota.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
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Haddir,

17, Dokumen Pandangan Resmi BPD.

18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa,

19, Skoring Prioritns Program  dan  Kegintan
RKP Desa tanhun 2023,

20, Berita Acarn Musrenbang Desa RKP Denn
tahun 2023, Notulen dan Daltar Hadir,

21, Dokumen  Rancangan RKP Desa Tahun
2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024,

22, Berita  Acara  Musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP Desa tahun
2023, Notulen dan Daltar Hadir,

23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-
RKP Desa Tahun 2024,

24, Dokumentasi Foto Kegintan.

(2) Penjabaran  sistematika RKP Desa Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun
2023.

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
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BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan

pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanjan Desa Desa Tahun Anggaran 2023,

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa.

itetapkan di Desa Pontang

N .8...September 2022
APESA PONTANG

Diundangkan di Desa Pontang

Pada tanggal : ....lﬂ.....Septﬂmber 2022
AR|S DESA PONTANG
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w Form-21{Berita ACara Musyawarah Desa Pembahasan,Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa
Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ‘5;3‘!2‘.'?9.... volam. By /18- /0 4042

Jarp - O 9-20 /. SeleSon.

Tempat : Ealaj Desa Pontang

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh
wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain
yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa
adalah:

A. Materi
1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap
aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah :Mahfid Ali dari BFD
Notulen : Rohmad dari BPD
Narasumber : 1. Sugiharno dari Pemerintah Desa
2. Ylert............. dari Kecamatan Ambuluy

3. ™ . Guhen Avftdari Tenaga Pendamping
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi,
selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa
aitu:
:;F-!asil musyawarah tentang penetapan dan prioritas kegiatan akan
dilaksanakan pada tahun 2023 dengan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan
pemungutan suara/voting,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tangg!.u:ga ab agar dapat dipergunakan sebagamana mestinya.
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1 WADAN FERMUSY AWARATAN DESA
.-*:., (nen)
DESA MONTANG

WECANATAN AMBUEY KAREEA RN DEATE R

Aainial I.lllﬂlﬂllwlllrﬂ Mo 00 Ponstang Tataghin (0336) B020

Nomno AN X070 e
I amppran Yl Bapak Z1hu
||||'|||||.|I ! ”IHII“'IHi"'I PR R R R R R iR iR

0 Tempat
AssilamualatkumWe, Wh,

Dengan memanfatkan pujl Syukur kehadirat Allah SW'T. Sholawat dan
salam semoga tetap dillmpahkan kepada Nabl Muhammad 5AW, semoga
Kita tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya amien. Dengan ini
Kami pengurus DD Desa Pontang mengharap dengan hormat kehadiran

Bapak ibu besok pada :

Hard 7 Tanggal : Selasa malam Rabu, 18 Oktober 2022

Jam C19.30 WIB (Ba'dalsya’)

Tempal : Balad Desa I'ontang

Acara : Musyawarah Tentang, Pengesahan Perubahan
APBDesa 2022

Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadirannya disampaikan

banyak terimakasih,

Wassalamu'alaikumWr, Wb,
Pontang, 17 Oktober 2022

Sekretaris

W

1'ALLS,Pd RO L,8.0d
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
Sehretariat : Jin. Bwawijaya No. 09 Pontang - Ambuly Kode Pos : 68172 Tlp 8336 882015

DAFTAR HADIR
HARITANGGAL Rabu Malam Kamis! 18 Okiober 2022

TEMPAT Pendopo Balai Desa Pontang

ACARA Musyawarah Penetapan RKP 2023 & DU RKP 2024
NO NAMA UNSUR
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PENGESAHAN RKP DAN DU DESA TAHUN 2023
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F‘ln-h& (Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desal

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa
Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam
rangka Penyusunan HhP Desa tahun 2023 mnka da hari ini :

Hari dan Tanggal : .2eehe..... ﬂh’*ﬂm ............ h-i0-qoad
Jam '9 ........................................
Tempat Balni Desa l‘nntang

telah dindakan kegintan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang
telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta
unsur lain vang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir
terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat
dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi
dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Mahfid Ali dari  Ketua BPD
Notulen : Rohmad dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. Sugiharmo dari Kepala Desa

2. ey | Aevs Y. dar .. o

>; e N S dard ....cooenenne

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya
seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang

D t
B At B mhenounan S0 m{ﬁ-}mﬁn ager.., 8 cbsenaton th a3
2. Semuo Gvacton Bl 3o fHouith a pagnion  Ateed

Auna adh buaodey
3. wggﬂ}s e Pty suma, L BEp menjadt., Betor  pom

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan
pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dlsahkan dengan penuh
tanggungjawalt paima
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1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan  UU No. 6 Tahun 2014  Pasal 55,
BadanPermusyawaratanDesamempunyaitigafungsi, yvaitu (1)
membahasdanmenyepakatiRancanganPeraturanDesabersamaKepalaDe
sa, (2) menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakatDesadan (3)
melnkukanpengawasankinerjaKepalaDesa.

nep merupakanlembagadesa vang
mempunyaikedudukansejajardenganKepalaDesadanmenjadimitraKepal
aDesadalampenyelenggaraanpemerintahandesa.
Dalammelaksanakantugasdantanggungjawab, BPD
harusdapatmewujudkandirimenjadimitradariberbagaikelembagaan
vang ada di desa,
khususnyakepaladesadalammenyelenggarakanpemerintahandanpemba
ngunandesa. Hal
inipentingdapatberpengaruhpadakelancaranpenyelenggaraanpemerinta
handanpembangunansertapelaksanaanberbagai program vang
masukkedesa,

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan
Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang
disusunolehPemerintahDesasesuaidenganKewenanganDesaberdasarka
nhakasal-
usuldankewenanganberskalalokalDesadenganmengacupadaperencanaa
npembangunankabupaten /kotadenganmelibatkanunsurmasyarakatDes
a.

PerencanaanpembangunanDesadisusunsecaraberjangkameliputi:

(1). RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa (RPJM
Desa)untukjangkawaktu 6 (enam) tahun;
danRencanaPembangunanTahunanDesaatau yang
disebutRencanaKerjaPemerintahDesa (RKP Desa),

merupakanpenjabarandari RPJM Desauntukjangkawaktu 1 (satu)
tahundanditetapkandenganPeraturanDesa.
KemudiandiperkuatdalamPasal 115 PeraturanPemerintahNomor43
Tahun 2014 yang
menyebutkanbahwaPerencanaanpembangunanDesamenjadipedomanba
giPemerintahDesadalammenyusunrancangan RPJM Desa, RKP Desa,
dandaftarusulan RKP Desa.

Maka, - dalamhalMusyawarahDesaperencanaanDesa  dalam
tahapan penyusunan RKP Desa tahun
2023,sebagaimanafungsinyadalammenampungdanmenyalurkanaspirasi
masyarakat Desa, BPD menyusun “Pandangan ResmiBPD"sebagai
bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20
menyebutkan “Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan
rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang
akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah
digali, ditampung, dan diolah®. Dokumen pandangan resmi BPD ini,
guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-
pandanganDesakedepan.

B. DASAR HUKUM
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Landasanhukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangin
resmi BPD yang disampalkan padas musdes perencannan Desa dalam
rangka penyusunan RKP Desa tahun 2022, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan
Pelaksanann Undang-Undang Nomaor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5539)
nebagnimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor BY);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Tranamigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomeor 10);

7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);

8. Peraturan Desa Bantal Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala
Desa (Lembaran Desa Bantal Tahun 2018 Nomor 02 );

9, Peraturan Desa Bantal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan
Asli Desa (Lembaran Desa Bantal Tahun 2019 Nomor 07 );

10. Peraturan Desa Bantal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa
Bantal Tahun 2020 Nomor 03);

11. Peraturan Desa Bantal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Desa Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan ResmiBPD dimaksudkan
sebagai upaya BPDDesa Pontang dalam mengarahkan dan mengawasi
perencanaan program pembangunandi DesaPontang, dalam upaya
mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen
RKP Desa tahun 2023sesuai dengan dokumen RPJM Desatahun 2021 -
tﬂ:hiﬁyang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam)

un,

Adapun tujuan disusunnya Pandangan ResmiBPDyang akan
disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, adalah:
1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah
DesaPontang, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2023;
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Memudahkan dan mengefektifaan penyusunan dokumen KEP Dess
tahun 2023,
. Mengarahkan dan memfokuskan  program/kegatanliess melalu

perencanaan Pembangunan yang tertunng dnlam dokumen KPJIM
Desa Tahun 2021 - 2026

Mewujudkan aspirasi masyarakat Desalontang dalam pelaksanasan
Perencanaan pembangunan melalul fungsi BPD Pontang , dan

~ Mendukung  terwujudnya  tingkat  kesejuhternan  masyarakot
DesaPontang vang lebih baik.
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2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

KONDISI UMUM
A Koadaan Soslal

Mayorltas  matn  penearian  penduduk  Desa  Pontang
bergerak  dibldong  pertanlandan  Peternnkan  Permasalahan
v wering  muneul  berkaltan  dengan mata pencaharian
penduduk adalnh terbatasnyn lapangan pekerjnan yang sesuai
dengan tingknt perkembangan penduduk sebagaimana tertuang
dnlam perencannan pembangunan daerah Kabupaten Jember.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa
ndalah melakukan usnha perluasan kesempatan kerja dengan
melakukan Penguntan  Keterampilan, penguatan modal dan
fanilitan sebagnl modal untuk pengembangan usaha khususnya
di ekonomi produkdf,

Banyaknya keglatan Ormas di Desa Pontang seperti RT, LPMD,
PKK, Karang Taruna, Remajn Masjid, Jamiyah Nahdlatul
Ulama,Muslimat, Muhammadiyah,Alsylah, Posyandu, Kelompok
Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa
yang bermanfant untuk dijadikan media penyampaian informasi
dalam setinp proses pembangunan desa pada masyarakat.

B, Keadann Ekonoml

Penduduk Desa Pontang sebagian besar bekerja sebagai
petani  disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak,
tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan.
Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi
pertanian,

DI sektor pertanian Desa Pontang yang berada di dataran
rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari
yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil
pertanian yang mempunyai kwalitas bagus. Sedangkan untuk
sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di
Desa Pontang memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau
domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini
dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat,

C .Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa
Keadaan sarana dan prasarana Desa Pontang secara
umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana
pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana
pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat
Desa Pontangdenganbaik,

Namundemikianmasihdiperlukanupayakegiatanpenyempur
naanterhadapsaranadanprasaranandesa di DesaPontang agar
pelaksanaanpelayanan di
segalabidangterhadapmasyarakatlebihbaiklagi
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D, Kondisl Pemoerintahan Dosn

Pemerintnhinn  Desn pdaloh penyelenggaraan urusan
pemerintuhinn oleh Pemerintnh Desa dalam - mengatur - dan
mengurun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
pmud i oilat istindat setempat yang diakud dan di hormat
datiim sistem Pemeritanhinn Negarn Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintah Desn terding atas Kepaln Desa dan Peranghkat
Desn Kepoln Desa dipilihe lnogaung oleh dan dan penduduk
fiesn,  waorpgn negain Republik Indonesin yang memenuhi
persyantntan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat
dipilih kembai untuk dun kali masa jubitan berikutnya. Kepala
Presn pada dosamyn bertanggungiowab  kepada masyarakat
Denn yang  prosedur pertanpgunginwabannyn  disampaikan
kepada Bupati melalul Camat.

Kepaln Desn  mempunyai tugas pokok memimpin dan
mengkoordinasikan  pemerintah - Desa dalam  melaksanakan
sebaginn urusan rumah angga Desa, urusan pemerintahan
umum, pembinaan, dan  pembangunan  masyarakat serta
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya,

2.1. PERMASALAHAN
Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka
dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Pontang ini dapat kami
sampaikan permasalahan-permasalahan  yang mendasar di Desa
Portang yaitu :

1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih
mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan
pembangunan Desa lebih terarah dan terukur,
b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat,
workshop, seminar, study banding dll
¢, Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop,
seminar, study banding dll
2.Bldang Pelaksanaan Pembangunan Desa

# Bub Bidang Pendidikan

a. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah
hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum
menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun
schingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan
kesetaraan baik Paket B dan Paket C,

b, Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD

c. Diperlukan perhatian khusus ( reward ) terhadap pelajar-
pelajar yang berprestasi baik di bidang agama,
akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga
keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh
masyarakat.

“ Sub Bldang Kesehatan
a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Pontang,
sehingga penanganan kesehatan balita,ibu hamil, anak-
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anak , remaja dan lansin  dapat  terdetels)  sedini
mungkin.

b, Perilaku  hidup  bersibh dan  wsehat masyarakit
DesaPontang masih perlu ditingkathan, hal ini dapat
dilihat dari masih ada masyarakat yang membuang
sampnh  dan BAB i sungai, pembakaran sampah
terbuka, cuci tangan sebelum makan dil,

¢, Penanganan Stunting untuk balita dan anak

d. PMT anak balita,

e, Fasilitas/sarana  angkutan  singa  untuk  masyarakat
(mobil singn)

& Sub Bidang Pekerfaan Umum dan Penataan Ruang

n. Tersedianyn ruang publik terbuka hijou ramah anak (
RPTHRA ).

b, Sarann Pasar Desn

& Sub Bidang Pemukiman
a. RTLH {rumahtidaklayakhuni)
b. PJU (peneranganjalanumum)
& Sub Bidang Parlwisata

a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat
menarik wisatawan.

b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan
nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan,

c. Penggalian terhadap potensi wilayah yang dapat
dijadikan objek wisata.

2.2.1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4 Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan
masyarakat

a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang
ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat

b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun

¢. Sarana poskamling di tiap dusun

d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan
perundang-undangan

4 Sub Bidang kebudagyaan dan kegamaan

a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang
ada di Desa Pontang

b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang
ada di Desa Pontang

¢. Sarana Musik modern, tradisional dan religi

d. PHBI

4 Sub Bidang kepemudaan dan olah raga

a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna

b. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang
ada di Desa Pontang

¢. Sarana olah raga

4 Sub Bidang kelembagaan masyarakat

a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di
masyarakat

b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di
masyarakat

2,2.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
# Sub Bidang pertanian dan peternakan

a, Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil
panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah,
Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga
petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
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b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan
pembatasan  subsidi pupuk yang membuat produksi
manurun.

¢. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan,
dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi
tanaman,

d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum
dibangun, sehingga aliran air berkurang,

¢. Peternak Desa Pontang masih bersifat konvensional,
schingga diperlukan upaya pendampingan dan
penguatan para peternak

{. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara
maksimal untuk pakan ternak

g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan
peternakan,

h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan
peternakan,

% Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga

a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan  secara
berkesinambungan terhadap perempuan dan anak
tentang UU perlindungan anak dan KDRT.

b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga.

% Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di
Desa Pontang sehingga diperlukan upaya fasilitasi,
pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar
usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.

# Sub Bidang dukungan penanaman modal

a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan
penguatan kapasitas pengurus BUMDES

b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.

¢. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan
pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

2.2.3 Bidang Penanggulanganbencanadankeadaandarurat
& Sub Bidang PenanggulanganBencana

a. Belumadanyapengetahuanmasyarakatterhadapmitigasibe
ncanaalam,

b. Kuranglengkapnya kelembagaan yang
mengurusipenanggulanganbencana di DesaPontang.

c. kurangnyakesadaranmasyarakatuntukselaluberdisiplind
alamperilakuhidupbersihdansehat di DesaPontang
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3.POKOK POKOK PIKIRAN BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka
Pandangan Resmi BPD adalah sebagaiberikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

2,  Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

4.  Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kernajuan
ekonomi.

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

6. Peningkatankapasitasperangkatdesadan BPD

7. Peningkatananggarandalamupayamengurangidampakbencanadankeada
andarurat,

8.  Peningkatan SDM

masyarakatDesaPontangsupayalebihberkwalitasdanmempunyai life skill
yang memadai, sertamempunyaifiwaenterpraneurdanproduktif.

9. Peningkatanperansertamasyarakatdalampembangunan

10. Memaksimalkansegalasumberdaya yang ada di
DesapontangdalampembangunanDesa
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4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A .KESIMPULAN

BerdasarkanPandangan ‘Resmi BPD yang telah disampaikan di
awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut;

. DesaPontangmerupakan Desayang mayoritas masyarakatnya
bekerja sebagai petani, burndh tani, danpeternak sehingga roda
perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.

2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM
yang berkwalitas, mengingat SDM masyarakat DesaPontang yang
masih rendah diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM
masyarakat DesaPontang

3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa
sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam
upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat
agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam
pembangunan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa
(BFD) Pontangmemberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa
ta_huu 2023yaitu:

. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa
pada tahun perencanaan 2023

2, MeningkatnyakesejahteraanPerangkatdan BFD
dalamhalmemaksimalkanupah/ gajfi/ insentif yang diterima.

3. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi
masyarakat dalam setiap tahapannya.

4. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada
masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

] Septemb&r 2022
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PEMEPIINTAT KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU DESA PONTANG

Alamat ; Jalan Weawijoyn S, 00 Pantang Delephon (03 36) KE20 34

Pomtang, V0 Cktober 222

MNewener 14)° AU S 2071 2022 Fepada
Seflst  Penting Yith  Bapak/lbu/Saudara
lamp - In

Tempat

Perihal  Undangan

Mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara Pada

Han - Selasa Malam Rabu

Tanggal - 1 Oktober 2022

Jam : 19,30 5/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pontang

Acara : Musyawarah Tentang Perencanaan Desa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.
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Fon 20 (Berita Acara Musrenbang Desa)

PERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Petkaitan  dengan pelaksanaan  kegiatan  pembahasan  dan
penyepnkntan skaln prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023,
di Desn Pontong Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa
Timur dalnm rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada
hiot ink:

Hord dan Tanggal Jzalonn /[!fﬂ#ﬂ:ﬂ-‘l
Jam : ﬁmé”é ....... % if%""‘.

Tempat ! Balal Desa PUH[’HHH

telah  diselenggarakan  kegiatan  musyawarah  perencanaan
pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil
dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait
Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur

pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa
adalah:

A. Materi
1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023
B, Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Yulas Agus Y dari Sekretaris Desa
Notulen : Fidianto dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Sugiharno dari Kepala Desa

2. Mahfid Ali dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi,
selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah
perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Kegiatan yang akan dilakukan mengikuti skala Prioritas yang telah
tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 dan
2, Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan
pemungutan suara/voting.
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118 (Draft Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa)

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
Kabupaten Jember

BAGIAN KESATU

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: ' _

I, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang RIH!:]_]U'IH}'& disebut
Mustenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Feqmnntah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kcbutuhe_m Pembangunan
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten,

2, Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
adat istindat Desa.

3.5D0s Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4, Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan
sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2023
serta  memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan
kegiatan sesuai hasil penilaian,

5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai
dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:

a. Kewenangan Desa;
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala
Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.

b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian
SDGs Desa,

¢, Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema
pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran
pembangunan,

d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan
sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

¢. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan
yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang
Pengunaan DD)
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Penvesuaian  prioritas  pembangunan  Desa  berdasarkan — prioritas
pengunaan Dana Desa yang dintur pada Permendesa, PDTT,

Pasal 2
Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksannan

1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam
penentuan  priovitas  usulan kegintan  yang tertuang dalam dokumen
rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun,

2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketun BPD dan difasilitasi oleh tim
penvelenggara Musrenbang Desa,

3) Musrenbang Desa Pontang dilaksanakan pada hard ... tanggal .... bulan
September tahun 2022 dan bertempat di Balai Desa Pontang

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH
Pasal 3
Peserta

1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan,
dan peserta lainnya.

2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib
yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan
memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen).

3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak .........
(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

¢. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. kelompok tani;

f. kelompok nelayan;

g. kelompok perajin;

h. kelompok perempuan;

1. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

J. kelompok masyarakat miskin;

k. kelompok disabilitas; dan

l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.

4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta
yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati
serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping
Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.

5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang
berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah
mendaftarkan diri kepada panitia.
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Pannl 4
Panitin
1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah
Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepaln Dewsn Pontang
nomor; 50/ 67 /35.09,12.2007 /2022

' 2) Unsur dan tugas panitin sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala
- Desa.

Pasal B
1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1)
mempunyai tugas antara lain:

a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggarann Musrenbang Desa,

b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa,

¢. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum
Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib
pelaksanaan Musrenbang Desa,

d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata
berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.

e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta
mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.

f. Melakukan rekapitulast hasil penilaian diskusi kelompok untuk
menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format
penialaian skoring prioritas.

g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan
dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.

h.Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh
tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan
prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6
Hak Peserta
1) Hak Peserta terdiri dari:
a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
b, Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan
prioritas.
2) Yang memiliki hak bicara adalah:
a. Peserta Utusan;
b. Peserta Undangan; dan
c. Peserta Lainnya.
3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7
Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal
3 meliputi:

a.Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah
ditetapkan;

b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah
disepakati dan ditetapkan,
¢. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab;
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Menghindurd hal bl yang bersifat provokatil yang dapat mengganggu

F Menfugin Kenmpnan dan kelancarn jolannys Musrenbang Desa;
P

Jalunnys musyswinh; dan

{,  Menjulankan  mekunisime proses  musynwarah fdiskusi  penyusunan
prioritnn usulan kegintun dengan penuh keterbukaan dan partisipatif,

g Menyepakatl  selurih ketetapan yang  menjadi hasil  keputusan
musyawarah sebagalmana tertunng dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSBUNAN PRIORITAS

Pasal 8
1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d,
ndnlah:
n, Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui
dinkuni.
Iy, Dinkuni sebagaimann dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok
dan dinkusi pleno,
¢, Peserta diskusl berasal dari peserta utusan, :
d, Panitia membagl peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
4, kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
5 Kelompok 5 (lima) Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak
2) Pembaglan peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan
keterwakilan dusun.

3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta
utusan

Pasal 9
Diskusi Kelompok
1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan
sesuai kriteria dalam pedoman,
2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari
peserta kelompok.

3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat
ataupun skoring.

4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam
form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10
Diskusi Pleno
1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi
kelompok pada forum pleno.
3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang,
ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11
Tata Cara Penyusunan Prioritas

1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara
Musrenbang Desa berdasarkandiskusi.
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2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa,
Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan
penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-
undangan.

3) Setelah proses Diskusi selasai masing-masing kelompok menyampaikan
kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada
Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk
mufakat,

Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai
maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

1)
2)

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian,

selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Pontang

. Pada tanggal, .........September 2022
Pimpinan Musyawarah

Sekretaris,

RO
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN AMBULU DESA PONTANG
Alawal : Jalan Brawijaya Ne. 09 PontangTelephon (0336) 851035
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Form P (Heritee Avara Hasil Pongusunan Rancangan RKP Desa)

DERITA ACARA
DERITA ACARA HABIL PENYUBUNAN
RANCANGAN RKP DEBA TAHUN 2023

Derkaitan dengan pelnksanann penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di
Desn Pontang Keenmanton Ambulu Knbupaten Jember Provinsi Jawa Timur,
minka pada;

Hard dan Tangenl  © Knmin/22 September 2022
Jam 209,00 n/d Seleani
Tempil - Balal Desa Pontang

telnh diselesnikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2023, dengan hanll sebagal berikut:

1. Terselesalkannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023
sebagaimana terlampir,

2. Diserahkannya rancangan RKP Deaa kepada kepala Desa.

3. Kepala Desa menyepakati dan menyetufui rancangan RKP Desa Tahun
2023 yang telah disusun oleh TYm Penyusun.

4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah
Desa tentang perencanaan Desa,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontang, 22 - 9 - 2022
Disusun oleh,
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